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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya mengenai per-

lindungan hukum bagi lembaga pembiayaan akibat barang electronic sebagai

obyek jaminan fidusia dialihkan pada pihak ketiga, maka kesimpulannya

adalah dalam hal ini lembaga pembiayaan mempunyai hak kebebasan

(independensi) dalam membuat suatu syarat dan ketentuan yang ada didalam

perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance agreement).

Pengalihan barang electronic kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan

lembaga pembiayaan (kreditor) merupakan tindakan wanprestasi yang

dilakukan oleh debitor.

Pihak lembaga pembiayaan dapat melakukan tindakan sesuai dengan

apa yang sudah diperjanjikan dan ditandatangani didalam perjanjian

pembiayaan konsumen (consumer finance agreement).

Apabila pihak lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan dikantor

pendaftaran fidusia maka dengan lahirnya dan ditandatanganinya perjanjian

pembiayaan konsumen (consumer finance agreement) tentunya ini merupa-

kan perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan apabila barang

electronic yang merupakan obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga.

Dalam melakukan tindakan eksekutorial pihak lembaga pembiayaan

akan melakukan tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah
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disepakati oleh para pihak didalam perjanjian pembiayaan konsumen

(consumer finance agreement).

Pihak lembaga pembiayaan (kreditor) dalam hal ini tidak akan

melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan tindakan

eksekutorial. Tindakan eksekutorial yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan

(kreditor) tetap memperhatikan ketentuan hukum dan tidak bertentangan

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Menurut penulis memang membuat undang-undang bukan pekerjaan

yang mudah. Sekalipun dalam beberapa segi penulis mungkin tidak

sependapat dengan pembuat undang-undang, namun dalam hati penulis tetap

mempunyai rasa hormat dan kagum atas pekerjaan mereka yang telah

menyiapkan Undang-undang fidusia ini guna kepentingan masyarakat.

Sebaiknya Undang-undang fidusia ini ditinjau ulang agar dapat memberikan

kontribusi dan perlindungan hukum yang sesuai serta tidak memihak bagi

kreditor dan debitor.

Pemerintah sebaiknya mensosialisasikan Undang-undang jaminan

fidusia ini agar masyarakat mengerti akan tujuan dibentuknya undang-undang

ini dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, mengenai

pembebanan biaya pembuatan akta dan biaya pendaftaran jaminan fidusia

sebaiknya ditinjau ulang agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak,

dan perlunya kejelasan mengenai tata cara dan obyek apa saja yang perlu

didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia.
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Selain itu sebaiknya pihak lembaga pembiayaan hendaknya

memberikan penjelasan sebaik-baiknya mengenai isi perjanjian pembiayaan

konsumen (consumer finance agreement) dengan sebaik-baiknya dan

melakukan tahapan pembinaan dan pengawasan didalam perjanjian

pembiayaan konsumen tersebut, pihak lembaga pembiayaan dituntut untuk

berperan aktif, karena pada tahap inilah seorang debitor dapat dipantau,

sehingga peran aktif yang dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan akan

memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan wanprestasi yang dilakukan

oleh debitor.
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